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Abstract:

Exit out of Islam in Islamic teachings is an act of hudud crime which is punishable by
death. This certainly seems contrary to the principles of Islam known as the religion
which is rahmatan lil alamin, a religion full of love. Therefore, this paper wants to
answer a number of issues, how is the content of the hadith concerning capital
punishment for apostates? what is the validity of the hadith about capital
punishment for apostates? How do scholars interpret these traditions? If it is
understood literally the traditions of the prophet show the death penalty command
for the perpetrator, but if understood contextually apostates who can be killed are
apostates who fight Allah and His Messenger only and those who commit betrayal to
the Muslims while fighting by joining infidel There were differences of opinion in
understanding this hadith between traditional scholars and modern scholars. In the
view of the traditional clerics of apostates based on the hadith, they must be put to
death regardless of their apostasy.

Keywords: Apostasy, Death Penalty, Hadith

Abstrak:

Perbuatan keluar dari Agama Islam dalam ajaran Islam merupakan tindakan
kejahatan hudud yang diancam hukuman mati. Hal ini tentu terlihat bertentangan
dengan prinsip Islam yang dikenal sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama
yang penuh kasih sayang. Oleh karena itu, makalah ini ingin menjawab beberapa
persoalan, bagaimana kandungan hadis tentang pidana mati bagi pelaku murtad?
bagaimana validitas hadis tentang pidana mati bagi pelaku murtad? Bagaimana
ulama memaknai hadis-hadis tersebut? Apabila dipahami secara harfiah hadis-hadis
nabi tersebut menunjukan perintah hukuman mati bagi pelaku, namun apabila
dipahami secara kontekstual orang murtad yang bisa dibunuh adalah orang murtad
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya saja dan orang yang melakukan
pengkhianatan kepada kaum muslimin saat berperang dengan bergabung kepada
kaum kafir. Terjadi perbedaan pendapat dalam memahami hadis ini antara ulama
tradisional dan ulama modern. Dalam pandangan ulama tradisional pelaku murtad
berdasarkan hadis itu harus dihukum mati apapun bentuk murtadnya.

Kata Kunci: Murtad, Pidana mati, Hadis
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Menelaah Hadis Tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Murtad

Pendahuluan

Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih
sayang, agama yang senantiasa menebar rahmat bagi alam semesta beserta
isinya. Dalam Islam jangankan sesama manusia kepada binatang dan
tumbuhanpun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Namun demikan,
seringkali ajaran Islam/hukum Islam oleh sebagian masyarakat kontemporer
dianggap tidak mencerminkan rahmatan lila’lamin. Contoh seperti Hukuman
pidana Islam, baik gisas, ta’zir, diyat maupun had.

Diantara hukum pidana Islam yang dianggap tidak mencerminkan
rahmatan lilalamin oleh akademisi adalah teks sebuah hadis yang menyatakan
bahwa barang siapa yang meninggalkan agamanya (Islam) maka diperintah
untuk dibunuh. Adanya pemahaman tekstual atas hadis ini akan memunculkan
Islam yang radikal dan ekstrim bagi banyak kalangan kontemporer dan
akademisi.

Pemberlakuan hukuman bagi orang yang murtad jika didasarkan kepada
hadis nabi maka hukumannya adalah dibunuh. Hal ini paradoks dengan prinsip-
prinsip hukum Islam itu sendiri. Murtad adalah orang yang keluar dari Islam
dan berpindah memeluk agama lain, hukumnya adalah dibunuh.?

Berdasarkan hal di atas menarik untuk kemudian dikaji bagaimana
pemahaman yang benar soal hadis-hadis yang berhubungan dengan hukuman
mati bagi pelaku murtad dan segala ketentuannya. Oleh karenanya ada beberapa
permasalahan yang menjadi rumusan dalam artikel ini, diantaranya yaitu;
Bagaimana redaksi hadis Nabi tentang hukuman pidana Islam bagi orang
murtad? Bagaimana validitas hadis Nabi tentang hukuman pidana Islam bagi
orang murtad? Bagaimana pendapat para ulama’ menyikapi hadis pidana Islam
bagi orang murtad?

Redaksi hadis-hadis tentang pidana Islam bagi orang murtad

Ada banyak hadis Nabi yang berbicara soal pidana Islam bagi orang
murtad. Berikut diantara redaksi hadis-hadis tersebut:

1. Hadis Shahih al-Bukhari
alt JB aaSe e cal ey o sl Wi 1 Ladl) oy de Olosdd) of L
il AU ST i e ) B3 W w8l asly e B oy e

2 Abd al-Qadir 'Awdah, al-Tashri’ al-Jina't al-Islami, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Babi,
t.th.), 78.
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Validitas Hadis Tentang Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram
a. Takhrij hadis

Ada beberapa metode dalam melakukan takhrij sebuah hadis, metode-
metode tersebut yaitu: Takhrij dengan Rawi a’la, Takhrij dengan salah satu lafaz
matan hadits, Takhrij dengan menggunakan tema hadits, Takhrij dengan
menggunakan lafaz yang asing/gharib dari matan hadits, Takhrij dengan
mengetahui ahwal al-hadits, dan Takhrij dengan komputer atau aplikasi digital.’

Diantara metode tersebut adalah dengan menggunakan sebuah lafaz
(kata) dalam matan hadis.® Metode digunakan untuk mencari hadis mengenai
pidana murtad. Penelusuran hadis pidana murtad melalui kata irtadda atau kata
baddala dalam kitab Mujam Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi alih bahasa oleh

3 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhdriy, Hadis nomor 7211.

4 Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal, Vol. 5 (Kairo: Muassasah Qarthabah, t.th), 231, Hadis
nomor: 2068.

5 Suryadi dan Muhammad al-Fatih Suryadilaga, Metodologi Penelitian Hadits, Yogyakarta:
Teras, 2009, h.38-50.

¢ Hamzah ‘Abdullah al-Malibari, Kaifa Nadrus ‘ilm Takhrij al-Hadis. (Beirut, Dar Ibn Hazm,
2009), h.32.
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Muhammad Fu’ad “Abd. Al-Baqgi. Kitab ini merupakan kitab kamus' yang
merangkum sembilan kitab hadis yang mu'tabar (al-kutub al-tis’ah) yakni Sahih al-
Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasa’i, Sunan
Ibn Majah, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Muwatta” Malik dan Sunan al-Darimi.

Pencarian hadis dilakukan dalam kitab Mu’jam Mufahras dengan
menggunakan lafaz irfadda dan baddala, dan dengan menggunakan bantuan
aplikasi digital Maktabah Syamilah hasilnya ditemukan beberapa hadis lebih dari
10 hadis.

b. Kualitas hadis

Dalam ilmu hadis kriteria kualitas sebuah hadis dikategorikan shahih
apabila memenuhi Kaidah-kaidah kesahihan baik dari sisi sanad maupun dari
sisi matan. Adapun kaidah kesahihan dari sisi sanadnya sebagai berikut:
Bersambung sanadnya, Adil, Dabit, Terbebas dari syaz dan Terbebas dari “illah.
Sedangkan Kriteria keshahihan hadis dari sisi matan adalah meliputi tidak
bertentangan dengan al-Qur’an dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Menurut Muhammad Ajaj al-Khatib dalam kitabnya Uhsul al-Hadits,
menjelaskan bahwa untuk menilai kualitas sebuah hadis maka dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut yaitu: Berpegang pada Sanad, meningkatkan
semangat ilmiah dan ketelitian dalam meriwayatkan hadits, Para ulama
memerangi para pendusta dan tukang cerita, Menjelaskan hal ikhwal para
perawi; dan Meletakan kaidah-kaidah untuk mengetahui hadits maudhu’ baik
tanda-tanda hadits palsu pada sanad dan matan.”

Sehubungan dengan hadis-hadis tentang pidana murtad di atas dapat
dikategorikan hadis yang mempunyai sanad yang sahih, para perawinya adalah
perawi yang tsigah. Namun, perlu kiranya dipertimbangkan pendapat Jawdat
Sa’id, ada beberapa hadis berkaitan dengan hukuman bagi murtad, perlu
dianalisis terutama dari sudut kredibilitas dan integritas perawinya. Pertama,
karena hanya diriwayatkan ‘Abd Alldh ibn ‘Abbas lalu ke Ikrimah baru
kemudian menyebar ke yang lain. Akram Rida mengutip pernyataan sejumlah
Sahabat atau ulama yang menceritakan kebohongan Ikrimah. Misalnya, Ibn
“Umar pernah berkata kepada Nafi’, ,Bertakwalah kepada Allah. Celakalah jika
engkau mendustakan aku sebagaimana Ikrimah berdusta tentang Ibn ‘Abbas".
Kedua, salah satu rantai perawi Hadis itu adalah Muhammad ibn al-Fadl al-
Sadusi. Perawi ini dianggap memiliki intelektualitas rendah serta mengalami
kepikunan. Cacat pada dua perawi inilah yang menyebabkan kualitas Hadis man

7 Muhammad Ajaj al-Khatib, Ushul al-Hadits, Tetj. (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002),
h.364 -368.
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baddal dinah faqtultih, menurun drastis. Hadis itu tidak sampai derajat
mutawatir, melainkan Hadis ahad.8

Terminologi Murtad

Secara etimologi murtad diambil dari bahasa arab yang merupakan
turunan dari kata radda yang artinya berbalik atau keluar. Dalam bahasa
Indonesia kata murtad dianggap semakna dengan riddah atau irtidad. Pelak
riddah disebut murtad.® Murtad dari segi bahasa juga bisa diartikan menolak,
berpaling atau mengabaikan. Pengambilan arti tersebut selaras dengan beberapa
ayat al-Quran, misalnya murtad dengan arti menolak/ditolak yaitu terdapat
dalam surat yusuf ayat 110. Allah berfirman:

ROy 34 o b 53 s

Dan tidak dapat ditolak siksa Kami dari pada orang-orang yang berdosa (QS:
Yusuf:110).

Adapun murtad dengan arti kembali atau dikembalikan itu sebagaimana
terdapat dalam QS al-Anam ayat 28 dan QS Ali Imran Ayat 149. Sedang kata
murtad yang memiliki arti berpaling itu seperti yang terdapat dalam QS
Muhammad ayat 25, dan kata murtad dengan makna kembali itu terdapat
dalam QS Yusuf ayat 96. Dengan demikian kata murtad sebagaimana yang
terdapat dalam ayat-ayat tersebut memiliki banyak arti, seperti menolak yakni
menolak kebenaran, berpaling yakni berpaling dari agama Allah dan makna
kembali maksudnya kembali kepada kekufuran.

Adapun arti murtad secara istilah adalah masuknya seorang muslim ke
agama kafir, apapun macamnya. Bila seorang muslim meninggalkan agama
Islam dan kemudian masuk agama kafir, maka dia disebut murtad, yakni keluar
dari yang benar menuju yang batil. Jadi terminologi murtad hanya digunakan
bagi muslim yang keluar dari agama Islam dan masuk agama kafir tidak untuk
sebaliknya.!

Sayyid Sabiq menjelaskan dengan rinci bahwa riddah adalah kembalinya
orang islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya
sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik laki-laki maupun perempuan,
sehingga ketika seorang muslim dianggap dianggap kembali kepada kekafiran
atau berpindah agama karena ada unsur paksaan, maka ia tidak bisa disebut
sebagai riddah."

8 Jawdat Sa’id, Ld Ikrih fi al-Din: Dirdsah wa Abhdth fi al-Fikr al-Islimi, (Damaskus: al-'Ilm wa
al-Salam, 1997), h.37-38.

° Depertemen Agama R, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Penerbit CV Anda Utama,1993), h.226.

10 Abdullah Ahmad Qadiri, Murtad Dikutuk Allah, (Pustaka Mantiq, tth), h.20.

1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, IX, terj. Moh. Husein (Bandung:al-Ma’arif, 1996), h.159.
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Maka dari itu, Paksaan terhadap orang Islam untuk menyatakan
kekafiran tidak dapat mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam sepanjang
hatinya tetap teguh memegangi keimanan terhadap agamanya. Hal ini
sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah sebagai berikut:

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap
tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan
dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya
azab yang besar.” (QS: an-Nahl: 106).

Penjelasan Hadis Tentang Pidana Murtad

Hadis-hadis diatas secara harfiah dengan tegas menyatakan perintah nabi
agar menghukum mati bagi pelaku murtad. Namun demikian, dalam
memahami maksud hadis tersebut beberapa ulama berbeda pandangan sebagai
berikut: Ibn Rusd menegaskan bahwa penerapan hadis ini bukan kepada orang
yang keluar dari Islam (pindah agama), tetapi kepada mereka yang murtad yang
hendak memerangi kaum Muslimin. Dengan demikian, konteks hadis tersebut
adalah perang, dan yang dikenai hukum mati adalah mereka kaum pria yang
terlibat sedangkan wanita tidak termasuk di dalamnya.’?

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang Muslim boleh dibunuh
karena tiga hal. Satu di antaranya dalam pemahaman ulama figh adalah orang
yang murtad. Sementara redaksional hadis tersebut berbunyi: meninggalkan
agamanya dan memisahkan (al-tarik) dirinya dari komunitas Islam (al-jama’ah).
Dalam versi lain, Sahth Muslim, menggunakan frase al-mufariq li al-jama’ah.’
Secara kontekstual, frase ini mengandung pengertian bahwa orang-orang
Muslim yang memisahkan diri atau meninggalkan orang-orang Muslim lain
untuk kemudian bergabung dengan pasukan musuh menunjukkan bahwa
situasi pada saat itu adalah situasi perang. Mereka yang murtad dibunuh adalah
bukan karena menukar agamanya. Akan tetapi lebih disebabkan oleh
permusuhannya. Pemahaman seperti ini secara deduktif sejalan dengan apa
yang dijelaskan dalam surat al-Ma’idah: 33 dan al-Nisa”: 89. Namun jika yang
murtad tersebut lari dan berlindung ke dalam sejumlah suku yang tidak

melakukan peperangan terhadap orang-orang Islam, maka ia tidak boleh
dibunuh.

Syekh Mahmiid Shaltit menegaskan bahwa permasalahan tindak pidana
murtad (riddah) ini perlu ditinjau kembali. Alasannya adalah karena kebanyakan
ulama berpandangan bahwa sanksi hudiid tidak bisa dilakukan atas dasar hadis
ahad. Sementara kekufuran itu sendiri bukanlah penyebab halalnya darah

12 Tbn Rushd, Bidayat al-Mujtahid, h.342.
13 al-Nawaw1, Sahith Muslim bi Sharh al-Nawawi, Jilid XI (Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983),
h.164.
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seorang pelaku murtad. Akan tetapi yang menyebabkan halalnya darah pelaku
murtad adalah sikap permusuhan dan perlawanannya (al-muharabah wa al-
"‘udwan) terhadap kaum Muslimin.™

Menurut Tengku Muhamad Hasbi As-Shidiqy, Secara Harfiah memang
hadis ini menyuruh kita membunuh orang yang murtad, apakah dia disuruh
bartaubat dulu ataupun tidak. Namun apabila kita berpegang kepada zahir
hadis, maka sangat berlawanan dengan prinsip kebebasan manusia memilih
agama, terhadap agama yang menurut pendapat mereka baik. Oleh karena itu
hadis ini jangan diambil secara harfiah, melainkan hadis ini harus dita’lilkan
bahwa yang harus dibunuh atau dihukum mati adalah orang murtad yang
dengan sengaja merusak agama Islam dan merusak akidah orang lain, hal ini
pun dilakukan atas pertimbangan hakim atau penguasa setelah orang murtd
tersebut disuruh bertaubat, jika kemudian mereka bertaubat maka mereka tidak
harus dibunuh.'®

Menurut M. Quraish Shihab berkata bahwa sekalipun ada Hadis yang
berkaitan dengan larangan pindah agama, maka Hadis-hadis itu harus dilihat
sebagai bentuk kebijaksanaan di dalam menata suatu masyarakat. Sebab boleh
jadi itu berlaku untuk masyarakat tertentu dan tidak untuk masyarakat lain.
Bahkan sekiranya itu merupakan kebijakan Nabi, maka kebijakan itu harus
dilihat dalam posisi Nabi sebagai apa: sebagai Rasul, pemberi fatwa, sebagai
hakim, atau sebagai pemimpin masyarakat yang arah kebijakannya bisa
berbeda-beda karena perbedaan situasi dan kondisi."

Adapun menurut Jawdat Sa’id secara tegas berkata bahwa Hadis yang
menyuruh membunuh orang murtad itu bertentangan dengan nash Alquran,
yaitu ld ikrih fi al-din (tidak ada paksaan dalam agama). Menurut dia, Hadis man
baddala dinah itu tidak bisa membatalkan Alquran yang menjamin kebebasan
beragama. Al-hasil berdasarkan teks al-Qur’an dan hadis maka memasukkan
tindakan riddah sebagai jarimah hudiid adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta
normatif dan historis (tekstual dan kontekstual).

Al-Hasil hadis diatas secara tekstual memang berupa perintah nabi
untuk menghukum mati pelaku Murtad, tetapi bisa jadi yang dimaksud Nabi
dalam hadis tersebut bukan atas kemurtadannya semata melainkan bagi orang
yang melakukan penghianatan berat terhadap kaum muslimin dengan
bergabung bersama pasukan musuh ketika kaum muslimin berperang melawan

14 Mahmud Shaltat, al-Islam Aqidah wa Shari’ah, h.289

15 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, (Semarang:
PT. Pustaka Rizki Putra), Jilid IX, Cet. Ke-3. h.249.

16 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an tentang Kebebasan Beragama®, dalam Komaruddin
Hidayat & Ahmad Gaus (ed.), Passing Over: Melintasi Batas Agama, (Jakarta: Gramedia-Paramadina,
1998), h.190.
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mereka, atau orang yang melakukan kejahatan besar lainnya terhadap kaum
muslimin.?”

Pandangan Ulama Fiqh Tentang Pidana Murtad

Dalam pandangan fikih-fikih tradisional hukuman pelaku murtad harus
dibunuh bahkan hukuman itu dikenakan tanpa harus melihat konteks yang
melatarbelakangi turunnya hadis-hadis perintah hukuman tersebut. Diantara
pandangan-pandangan ulama fikih klasik dinyatakan bahwa laki-laki murtad
harus dihukum mati sepanjang ia dewasa dan dalam keadaan sadar dikecualikan
orang mabuk dan gila. Bahkan menurut ulama hanafiah dan ulama syiah
seorang wanita pelaku murtad, harus dipenjarakan sampai dia bertobat dan
kembali ke Islam tetapi menurut Ibn Hanbal, Maliki dan Syafie ia juga tetap
dihukum mati.’8

Ketetapan hukuman mati bagi pelaku murtad ini menimbulkan banyak
pertanyaan dikalangan ulama kontemporer. Apakah benar hukum Islam
demikian dan apakah tidak bertentangan dengan magashidu syari’ah (tujuan-
tujuan syariah) yaitu mencegah kerusakan dari dunia manusia dan
mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengendalikan sesuatu dengan
kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan-jalan yang lurus
yang harus dilalui dihadapan akal manusia.?

Pada umumnya masalah murtad dalam kitab-kitab fikih dimasukkan ke
dalam bagian fikih jinayat (pidana), dan diulas secara cukup detail dalam
berbagai kitab fikih mazhab yang ada. Hampir semua pendapat fikih, mengarah
kepada satu pembenaran adanya pembunuhan terhadap pelaku murtad, jika
pelakunya adalah bergender laki-laki, dan memenuhi persyaratan-persyaratan
seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih.20 Terkecuali kalau
perbuatan itu dilakukan orang gila, anak kecil yang belum bisa mencapai usia
dewasa (tamyiz atau mumayyiz), orang mabuk, atau dipaksa selama hatinya tetap
dalam keadaan iman.

Adapun dalil-dalil yang dijadikan argumentasi hukum oleh para fuqoha
dalam menetapkan hukuman pembunuhan terhadap pelaku murtad, adalah
hadis yang diriwayatkan dari banyak versi, namun yang paling terkenal dan
sahih di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh “Abd

7 Muhammad Abdul Halim, Memahami al-Qur’an : Pendekatan Gaya Dan Tema, (Bandung:
Marja’, 2002), h.112.

18 Tri Wahyu Hidayati, Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif Hukum
Islam dan HAM, (Surabaya: STAIN Salatiga Bekerja sama dengan JPBOOKS, 2008), h.46.

19 M. Hasbi Ash Shiddiqey, Filsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.177.

20 Abu al-Hasan “Alib. Muhammad b. Hab 1bn al-Mawardi al-Basri, al-Haw?1 al-Kabir fi Figh
Madhhab al-Imam al-Shafi', Tahqiq & Ta‘liq: “‘Ali Muhammad Mu‘awwaddan Adil Ahmad ‘Abd al-
Mawjud, Juz 13, Cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h.149
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Allah bin ‘Abbas, Siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah ia,* dan
hadis dari “Abd Allah bin Masud, Tidak halal darah seorang muslim yang
bersaksi bahwa “Tiada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad SAW) adalah
utusan-Nya” kecuali karena salah satu dari tiga hal: pembunuhan, zina muhson,
serta meninggalkan agama dan keluar dari jama'ahnya, seluruh hadisnya
berstatus ahad.

Jika ditelaah atau dikaji secara historis, semenjak munculnya mazhab-
mazhab fikih, umat Islam telah sepakat (ijjma’) tentang sanksi bunuh terhadap
orang yang murtad dari Islam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn
‘Abbas di atas Akan tetapi, mereka tidak menganggap pembunuhan tersebut
sebagai sanksi atas keadaan keluar dari Islam atau kufur. Mereka menganggap
hanya sebagai hasil dan akibat pengkhianatan mereka terhadap agama Islam.
Dengan kata lain ‘illat dari sanksi bunuh terhadap seorang murtad, bukanlah
kufr, seperti diasumsikan oleh mayoritas ulama Shafi‘iyyah, melainkan hirabah.*!

Shaikh Muhammad al-Tahir bin ‘Ashur dalam kitab tafsirnya al-Tahrir
wa al-Tanwr orang kafir pada dasarnya tidaklah dibunuh, karena irtidad
merupakan keluarnya seseorang atau kelompok dari kesatuan Islam. Maka
dengan keluarnya ia dari Islam setelah ia masuk ke dalamnya, sembari
menyatakan bahwa ketika ia bercampur dengan agama ini ia merasa tidak cocok
dan menemukan apa yang ada sebelumnya lebih baik. Maka, hal ini merupakan
penghinaan dan pelecehan terhadap agama, dan juga merupakan pembuka jalan
bagi orang yang ingin mencabik-cabik agama. Hal ini bisa menyebabkan
disintegrasi kelompok. Seandainya tidak ada sesuatu yang dijadikan penghalang
terhadap hal itu, maka manusia tidak akan pernah jera. Dan tidak satu pun yang
bisa menjadi penghalang selain hukuman mati. Oleh karena itu, hukuman mati
dijadikan sebagai sanksi bagi pelaku apostasi sehingga seorang tidak akan
masuk agama Islam kecuali dengan penuh kesadaran dan pengetahuan.?

Kesimpulan

Kesimpulan tentang hukuman mati bagi orang murtad berdasarkan hadis
diatas adalah apabila dipahami secara harfiah hadis diatas dengan jelas Nabi
memerintahkan agar pelaku murtad dihukum mati, namun apabila dipahami
secara kontekstual orang murtad yang bisa dibunuh adalah orang murtad yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan orang yang melakukan penghianatan
kepada kaum muslimin saat berperang dengan bergabung kepada kaum kafir.

2l Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti, al-Jihad fi al-Islam: Kayfa Nafhamuhu wa Kayfa
Numarisuhu, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘asir, 1993), h.210.

2 Muhammad} T ahir Ibn ‘Ashar, al-Tahr}ir wa al-Tanwir, Jilid 1, Juz 2 (Tunisia: Dar al-
Sahniin, 1997), h.336.
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Adapun yang menjadi Alasan pemahaman diatas adalah karena jika
dipahami harfiah saja maka akan bertentangan dengan prinsip kebebasan
beragama sebagaimana termaktub dalam al-quran dan tidak ada teks yang
secara eksplisit yang menyatakan hukuman bagi orang murtad adalah hukuman
mati. Alquran hanya menjelaskan bahwa orang yang murtad dan tidak bertaubat
maka terhapuslah semua amal-amalnya, dan ia akan menghuni neraka untuk
selama-lamanya. Sanksi bagi orang murtad yang disebutkan dalam al-Qur’an
adalah sanksi ukhrawi; dan bukan sanksi fisik. Sanksi tersebut berupa tidak
mendapatkan petunjuk, tidak mendapat ampunan, dan amal dinilai sia-sia.
Mereka juga mendapat laknat dari Allah dan para malaikat, sehingga di akhirat
mereka dimasukkan ke dalam neraka.
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